
Salinan 

NO : 9/LD/2014 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU 

NOMOR :  9  TAHUN  2014      
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU 

NOMOR : 9 TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI INDRAMAYU 
 

Menimbang : a. bahwa keberadaan 

pedagang kaki lima 
memberikan kontribusi 

secara ekonomis, 
sosiologis, dan nilai-nilai 

luhur berupa kerja 
keras, kemandirian, 
keharmonisan dan 

kreatifitas masyarakat; 
    
  b. bahwa guna 

mewujudkan tata kota 
yang tertib dan teratur, 

diperlukan adanya 
upaya penataan 

Pedagang Kaki Lima 
(PKL) agar tercipta 

lingkungan yang indah, 
bersih dan nyaman; 
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  c. bahwa kegiatan 

pedagang kaki lima 
sebagai salah satu 

usaha ekonomi 
kerakyatan yang 
bergerak dalam usaha 

perdagangan sektor 
informal perlu dilakukan 

pemberdayaan untuk 
meningkatkan dan 

mengembangkan 
usahanya; 

    
  d. bahwa berdasarkan 

pertimbangan 
sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b 
dan huruf c, perlu 

membentuk Peraturan 
Daerah Kabupaten 

Indramayu tentang 
Penataan dan 
Pemberdayaan PKL; 

    
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten 

Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Barat 

(Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 

Nomor 65, Tambahan 
Lembaran Negara 
Republik Indonesia 
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Nomor 1106) 

sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 
1968 tentang 
Pembentukan 

Kabupaten Purwakarta 
dan kabupaten Subang 

dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-
daerah kabupaten 

Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Barat; 

    
  2. Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara 

Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran 

Negara Republik 
Indonesia Nomor 3209);  

    

  3. Undang – Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara 

Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran 
Negara Republik 
Indonesia Nomor  4437) 
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sebagaimana telah 

diubah kedua kalinya 
,dengan Undang – 

Undang Nomor 12 tahun 
2008 tentang Perubahan 
Atas Undang – undang 

Nomor 32 tahun 2004 
tentang Pemerintahan 

Daerah  (Lembaran 
Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara 

Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

    
  4. Undang-Undang Nomor 

34 Tahun 2004 tentang 

Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 132, 
Tambahan Lembaran 
Negara Republik 

Indonesia Nomor 4444); 
    
  5. Undang-Undang Nomor 

26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang 

(Lembaran Negara 
Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran 

Negara Republik 
Indonesia Nomor 4727); 
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  6. Undang-Undang Nomor  

20 Tahun 2008 tentang 
Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (Lembaran 
Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 

Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara 

Republik Indonesia 
Nomor  4866); 

    
  7. Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan 

(Lembaran Negara 
Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran 
Negara Republik 

Indonesia Nomor  5025); 
    

  8. Undang-Undang Nomor  
17 Tahun 2012 tentang 

Perkoperasian 
(Lembaran Negara 
Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 212, 
Tambahan Lembaran 

Negara Republik 
Indonesia Nomor  5355); 

    


